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ABSTRAK

Nama : Alia Ramadhani

Nim : 180102050

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari’ah

Judul . Sistem Pertanggungan Risiko Kecelakaan Pada Mobil

Rental Dalam Perspektif Akad jarah ‘Ala Al-Manfa’ah
(Suatu Penelitian Pada Zahri Rental Di Ujong Blang
Kecamatan Kuta Baro)

Tanggal Sidang : 28 Desember 2022 M/04 Jumadil Akhir 1444 H
Tebal Skripsi : 61 Halaman

Pembimbing | : Dr. Ridwan Nurdin, M.CL

Pembimbing Il : Azka Amalia Jihad, M.E.I

Kata Kunci : Pertanggungan Risiko, Kecelakaan, Mobil Rental,

Ljarah ‘Ala Al-Manfa’ah

Pertanggungan risiko dalam praktik rental mobil adalah tanggung jawab
perusahaan terhadap konsumen apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,
seperti kecelakaan yang menyebabkan objek sewa rusak. Tanggung jawab yang
diberikan pihak Zahri Rental yaitu berupa ganti kerugian. Rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pertanggungan atas risiko
kecelakaan antara pihak penyewa dan pemilik sewa, bagaimana konsekuensi
akibat risiko yang ditanggung oleh pihak mobil rental dan bagaimana perspektif
akad ijarah ‘ala al-manfa’ah terhadap sistem pertanggungan risiko kecelakaan
oleh pihak mobil rental. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif empiris dengan
Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungan atas risiko
kecelakaan antara pihak penyewa dan pemilik sewa diatur berdasarkan jenis
kecelakaan yang terjadi. Ketika terjadi kerusakan pada objek sewa bukan karena
kesengajaan pihak penyewa, pihak Zahri Rental membebankan tanggung jawab
sepenuhnya kepada pihak penyewa dan penyewa diharuskan membayar lagi
uang sewa ketika objek sewa masuk bengkel asuransi, padahal di awal penyewa
telah membayar klaim asuransi apabila suatu hari terjadi kecelakaan. Hal ini
disebabkan Pihak Zahri Rental beranggapan bahwa konsekuensi yang
ditanggung sangat besar, dimana mobil tersebut ketika masuk bengkel asuransi
tidak dapat beroperasi yang menyebabkan pihak Zahri Rental tidak memperoleh
penghasilan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem
pertanggungan risiko yang diterapkan belum sesuai dengan perspektif akad
jjarah ‘ala al-manfa’ah, para ulama telah memformulasikan bahwa seluruh
pertanggungan risiko yang muncul dalam akad ljarah ‘Ala Al-Manfa’ah tersebut
yang bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan pihak penyewa maka risiko itu
ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik sewa.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf.
Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf
dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Nama | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab Latin Arab Latin
| Altf tidak tidak di- \L, ta’ T te (dengan
dilamba | lambang- titik di
ngkan kan bawah)
o Ba’ B Be b za z zet
' (dengan
titik di
bawah)
- Ta’ T Te N ‘ain ‘ koma
4 terbalik
(di atas)
& Sa’ S es (dengan ¢ Gain G Ge
titik di
atas)
Jim J Je ) Fa’ F Ef
Ha’ h ha (dengan 5 Qaf Q Ki
titik di
bawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha s Kaf K Ka
5 Dal D De J Lam L El
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3 Zal Z zet (dengan | Mim | M Em
titik di
atas)
Ra’ R Er 3 Nin N En
J
5 Zai Z Zet P Wau w We
e Sin S Es N Ha’ H Ha
e Syin Sy es danye . Hamz ‘ Apostrof
ah
Sad S es (dengan Ya’ Y Ye
> ttikdi |
bawah)
. Dad d de (dengan
> titik di
bawah)
2. Vokal

VVokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah |
’ Dammah U

2) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:




Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf

& Fathah dan Ya Aij
... Fathah dan Wau Au
Contoh:
X :kataba
J*—’ : fa‘ala
5,5} > . Zukira
iﬂ-%b . yazhabu
d swlila
S kaifa
J$  :haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda
S . Fathah dan Alif atau Ya 4
N Kasrah dan Ya |
. Dammah dan Waw U
Contoh:
Jé s qala
= . rama

s 2 gila



j)»:-: > yaqiilu
4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (3) diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
b : ralhah
J WY iy  raudah al-agfal | raudatul atfal
Saadi sl . Al-Madinatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydzd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
Sy : rabbana
J%  :nazzala
S ral-birr

& al-hajj

Xi



w?

S cnu' ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu (J!), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf

gamariyyah.

1)

2)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang
itu.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf
gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
= : ar-rajulu
sazzd : as-sayyidatu
Jpad) : asy-syamsu
(1125\ : al-galamu
R - al-badru

35’\3\ : al-jalalu

Xii



7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:
ot -
O3 G - ta’ khuziina
£33 :an-nau’
t s L syai’un
5] - inna
A
s * i ,
&5 : umirtu
T - akala

8. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:
[;égﬁ“jé-) f»f’;l’ : Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
Wa innalldaha lahuwa khairurrazigin
SRR FHI : Fa auf al-kaila wa al-mizan
Fa auful-kaila wal- mizan
WERaeTa : Ibrahim al-Khall
Ibrahimul Khalil
s Lsdalal - : Bismillahi majraha wa mursah

xiii



;MJ\ }C" o & J& Y . Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
i ] tLb-w\ o : Man istata ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

j}«’o‘ﬁ‘ Az %3 : Wa ma Muhammadun illa rasul
o~ Was 5es a8 - Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi
it &» Lsm . lallazi bibakkata mubarakkan
qu\ d-;{}! b 3\)4-053 . Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin

Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubini
Gl W12 & dad - Alhamdu lillhi rabbi al-‘lamimn
Alhamdu lillahi rabbil ‘@lamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:
&J& é‘Jﬁ B i . Nasrun minallahi wa fathun qarib
a5 & : Lillahi al-amru jami ‘an
e ok S W - Wallaha bikulli syai ‘in “alim
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10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia
tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang mana dalam
menjalankan kehidupannya manusia selalu berhadapan dengan ketidakpastian
yang berkepanjangan serta terjadi terus menerus dimana hal tersebut adalah
suatu risiko. manusia akan selalu-menghadapi risiko, baik besar juga kecil.
Segala bentuk risiko yang berasal dari musibah serta bencana yang menimpa
insan merupakan gadha dan gadar Allah Swt. seperti kecelakaan di mobil rental.
Kecelakaan mampu terjadi kapan serta dimana saja. Namun dalam banyak
peristiwa, kerugian yang ditimbukan tak hanya menimpa kendaraan dan pemilik
mobil saja tetapi juga bisa melibatkan diri dan kendaraan orang lain. Pada
insiden tersebut, manusia harus berikhtiar memperkecil risiko yang terjadi baik
dalam melakukan usaha kepentingan eksklusif juga perusahaan. Akan tetapi,
upaya tadi sering kali tidak memadai, mengingat jumlah risiko yang ditanggung
lebih besar dari yang diperkirakan.! Karena memang sesungguhnya manusia itu
pada hakikatnya adalah suatu objek tumpuan yang berasal dari risiko itu sendiri,
sebagai akibatnya risiko itu memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya,
serta disamping itu juga tidak terdapat seorangpun yang bebas dari suatu risiko
termasuk pada hal sewa-menyewa.

Secara garis besar risiko dapat diartikan sebagai peluang timbulnya
kerugian atau sesuatu yang tidak diperkirakan akan terjadi hingga
mengakibatkan kerugian yang tidak diharapkan. Jadi risiko dihubungkan dengan
kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diharapkan. Dengan kata lain

kemungkinan akibat adanya ketidakpastian dimana ketidakpastian itu

!Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah ( Life And General) Konsep Dan Sistem
Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), him. 659.
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merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko yang bersumber dari
berbagai aktifitas. Perusahaan sebaiknya harus mengatur manajemen risiko
terkait bahaya tenaga kerja dan objek pekerjaan guna mempertahankan
kelangsungan suatu instansi, melalui identifikasi faktor risiko utama dan
pengelolaannya.

Dalam konsep Islam sewa menyewa pada kendaraan beroda empat ini
bisa dikategorikan kedalam akad ijarah ‘ala al-manfa’ah. Al-ijarah merupakan
salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup
manusia seperti sewa-menyewa, atau kontrak dan lain-lain. jarah ‘ala al-
manfa’ah disebut juga sewa-menyewa yang objek akadnya merupakan manfaat
dari suatu benda. Apabila manfaat itu adalah manfaat yang dibolehkan syara’
untuk digunakan, maka para ulama figh sepakat menyatakan boleh dijadikan
obyek sewa-menyewa?,

Ijarah merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan
salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Dalam akad ijarah
menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan pemberi sewa. Kewajiban
pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh
penyewa atau konsumen sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga
sewa. Jadi barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual
beli, tetapi hanya dipakai dan dinikmati kegunaanya. Dengan demikian
penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk
digunakan atas barang yang disewsa tersebut.

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan
“mu’ajjir”’, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “musta jir ”, benda
yang disewakan diistilahkan “ma’jur”, dan uang sewa atau imbalan atas
pemakaian manfaat barang disebut “ujrah”. Apabila pihak dalam akad ijarah
berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah atau uang sewa yang

ZNasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him. 228- 236.



diterima, sedangkan ijarahnya sahih maka adakalanya perselisihan tersebut
terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa
tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka
kedua belah pihak hendaknya bersumpah satu terhadap yang lainnya.

Akad Jjarah ‘ala al-manfa’ah dibolehkan atas manfaat yang mubah,
seperti rumah untuk tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk
kendaraan dan angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat
yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan.®

Dalam transaksi ijarah ‘ala al-manfa’ah ini  meskipun terjadi
perpindahan pemanfaatan barang namun tidak ada perubahan kepemilikan,
meskipun si  penyewa telah mengambil alih barang yang menjadi objek sewa
tetapi penguasaannya hanya sebatas pada keperluan untuk memanfaatkannya
saja bukan untuk kepemilikan sepenuhnya. Pada akad ijarah ‘ala al-manfa’ah
ini pelaksanaan akadnya hanya untuk perpindahan pemanfaatan objek semata-
mata sebagai hak guna saja dari pihak yang menyewakan kepada penyewa
sedangkan kepemilikannya tetap pada pemiliknya secara sempurna.*

Dalam suatu akad sewa-menyewa (ljarah) di anggap sah apabila
memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu upah atau barang yang di sewakan. Syarat
dari barang yang disewakan sebagai berikut:

1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan

upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

2. Hendahlah barang yang menjadi objek sewa menyewa dapat

diserahkan kepada penyewa.

3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh)

menurut syara’ bukan hal yang dilarang (haram).®

3Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), him. 330.

“Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, ( Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013), him. 137.

SIsmail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer: Hukum Perjanjian,
Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, (Bogor: Gralia Indonesia, 2012), hal. 189.



Syarat suatu benda yang dapat dijadikan objek ijarah adalah suatu benda
yang diambil manfaatnya dan tetap utuh setelah digunakan. Para ulama figh
sepakat menyatakan boleh dijadikan objek ijarah apabila manfaat itu merupakan
manfaat yang dibolehkan syara’ untuk dipergunakan. Dalam hal ini, manfaat
suatu barang menjadi objek transaksi. Manfaat yang menjadi objek ijarah ‘ala
al-manfa’ah juga harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahalah ( ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa
atau kerugian disalah satu pihak. Spesifikasi manfaat juga harus dinyatakan
dengan jelas, termasuk jangka waktunya.® Apabila manfaat yang menjadi objek
transaksi tidak jelas baik keberadaan maupun kepemilikannya maka akadnya
tidak sah.

Akad Jljarah ‘ala al-manfa’ah dalam jasa transportasi mengharuskan
kepada pihak yang berakad baik pemberi sewa (mu ajjir) ataupun penyewa
(musta’jir) agar dapat melaksanakan akad sebagaimana yang telah disyariatkan
dalam Islam bahwa tidak memberatkan salah satu pihak sehingga dapat
mencegah terjadinya persengketaan.”

Menurut ulama Hanafiyah ijarah ‘ala al-manfa’ah ini merupakan akad
yang dilakukan oleh para pihak untuk membolehkan mengambil manfaat yang
diketahui dan disengaja dari sesuatu yang disewa dengan imbalan. Dengan kata
lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda
yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik objek transaksi.
Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban
memberikan bayaran. Dengan demikian, ijdrah ‘ala al-manfa’ah merupakan
suatu kesepakatan yang dilakukan oleh suatu atau beberapa orang yang
melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua

belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

®Rachmad Syafe’i, Figih Muamalah, ( Bandung: Pustaka Setia, 2004), him. 132.

"Sayyid Sabig, Figh Sunnah 5, (terj. Mujahidin Muhayan), (Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2009), him. 148.



Menurut ulama Malikiyah ijarah ‘ala al-manfa’ah adalah suatu akad
atau transaksi untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian
yang dapat dipindahkan. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah ijarah ‘ala al-
manfa’ah ialah suatu transaksi atau akad terhadap sesuatu manfaat dengan
maksud tententu dan mubah serta boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.®
Pada akad ijarah ‘ala al-manfa’ah pengambilan manfaat dalam suatu barang
tidak berkurang sama sekali, dengan maksud lain, dalam praktik sewa menyewa
yang berpindah hanya manfaat dari suatu barang yang disewakan, sedangkan
kepemilikan tetap pada pemilik barang.

Ulama Hanafiyah membuat konsep ijarah ‘ala al-manfa’ah ini sangat
umum Yyaitu suatu transaksi pada suatu manfaat dengan imbalan tertentu,
sedangkan mazhab Syafi’i membuat konsep ijarah ‘ala al-manfa’ah ini lebih
spesifik dibanding mazhab Hanafi, yaitu suatu transaksi terhadap suatu manfaat
yang telah ditetapkan secara spesifik dan tertentu, transaksi ini bersifat mubah
sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa meskipun barang tersebut
bukan miliknya namun harus dibayar dengan sejumlah uang dengan jumlahnya
yang disepakati dan tempo pembayarannya disepakati. Konsep ulama Syafi’iyah
ini cenderung lebih ketat dan strick dalam menilai bentuk manfaat yang
digunakan dan juga biaya sewa yang harus dibayar sehingga antara bentuk
pemanfaatan objek sesuai dengan nilai sewa yang harus dibayar oleh pihak
penyewa. Rentang waktu pemanfaatan dalam akad ijarah ‘ala al-manfa’ah
harus disepakati secara spesifik karena mempengaruhi nilai sewa yang harus
dibayar penyewa.

Menurut fugaha pertanggungan risiko akibat pekerjaan yang dilakukan
oleh musta’jir (penyewa) wajib ditanggung oleh pihak mu ajjir yaitu pemberi
sewa, dengan syarat risiko tersebut timbul secara alamiah pada akad ijarah ‘ala
al-manfa’ah ini serta bukan pada kesengajaan yang dilakukan oleh pihak

8 Sohari Sahani dan Ru’fah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), him.
168.



musta jir (penyewa), pada hal ini jika kecelakaan itu bukan dampak dari
kelalaian pihak musta jir maka yang bertanggung jawab ialah pihak pemilik
mobil itu sendiri. Sebaliknya, jika kerusakan terjadi pada benda yang disewa,
maka yang bertanggungjawab ialah penyewa dengan kondisi kecelakaan itu
bukan dampak dari kelalaian pemilik barang.®

Transaksi sewa-menyewa pada mobil rental ini melibatkan kesepakatan
antara pihak penyewa serta pihak pemilik sewa untuk saling memberikan
manfaat. Kesepakatan ini menyebabkan hak serta kewajiban yang harus
dipenuhi oleh kedua pihak tersebut, serta di dalam setiap aktivitas bermuamalah
tidak terlepas dari berbagai risiko yang bisa terjadi. Adapun risiko yg sering
terjadi pada transaksi sewa menyewa kendaraan beroda empat ini ialah
kecelakaan yg mengakibatkan kerusakan di bagian mobil seperti lecet, bocor
ban, serta kerusakan di mesin mobil (mogok, aki dan lain-lain).

Berdasarkan peristiwa tersebut adanya pertanggungan risiko antara pihak
penyewa dan pihak pemilik sewa. Tanggung jawab merupakan suatu hal dimana
wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil
atau tindakan yang dilakukan = sehingga apabila terjadi sesuatu dapat
dipersalahkan.!® Salah satu bentuk pertanggungan risiko pada mobil rental ini
yaitu melalui jasa asuransi. Adapun bentuk kecelakaan yang ditanggung dalam
asuransi ialah seperti kecelakaan yang menyebabkan lecet dan penyok pada
mobil yang disewa dan kerusakan berat seperti mobil yang tidak dapat
beroperasi dan pintu atau kaca mobil pecah.

Meskipun setiap mobil rental memiliki jaminan iuran pertanggungan
dalam bentuk all risk namun risiko kerugian yang dialami bagi pemilik rental
tetap besar. Jika mobil tersebut rusak apalagi diakibatkan oleh kecelakaan

sehingga mobil tersebut harus masuk bengkel serta diperbaiki pada jangka

®Helmi Karim, Figih Muamalah, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), him. 73.

Mayliza, “Pertanggungan Risiko Terhadap Sejumlah Minyak Yang Susut Dalam
Masa Pengangkutan (Studi Kasus Pada PT.Citra Bintang Familindo)”, Skripsi, (Banda Aceh:
UIN Ar-Raniry,2018). him. 37.



waktu yang lama bisa jadi berhari-hari, sehingga dalam keadaan seperti ini
mengakibatkan mobil berhenti beroperasi serta menyebabkan pihak pemilik
mobil ini tidak memperoleh penghasilan.

Pada Zahri rental ada beberapa unit mobil untuk disewakan akan tetapi
beberapa mobil tersebut bukan milik rental sendiri tetapi mobil tersebut
dititipkan kepada pemilik rental oleh orang yang membeli mobil dengan
menggunakan jasa kredit. Kemudian cicilan kedit tersebut akan dibayar dengan
uang dari hasil penyewaan rental mobil. Pada rental mobil ini juga menyediakan
dua pelayanan jasa dalam menyewakan mobilnya yaitu pelayanan lepas kunci
(tanpa sopir) dan pelayanan menggunakan sopir.

Penyewaan mobil pada Zahri rental mewajibkan kepada pihak penyewa
untuk membayar uang kecelakaan jika mobil masuk bengkel asuransi, besar
biaya yang harus ditanggung sesuai dengan biaya rental perharinya dan
tergantung berapa hari mobil berada di bengkel meskipun sebelumnya pihak
penyewa sudah membayar uang iuran pertanggungan asuransi di awal jika
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila pihak penyewa menggunakan jasa
sopir pihak Zahri rental juga mengharuskan kepada penyewa untuk menanggung
biaya kecelakaan terhadap sopir jika mengalami kecelakaan.!

Dalam hal risiko kerusakan mobil rental ini, pihak yang menyewakan
tidak membuat kesepakatan ganti rugi pada saat akad berlangsung yang mana
sewaktu-waktu bisa terjadi kerusakan atau kehilangan, namun kesepakatan ganti
rugi tersebut baru dibuat apabila terjadi kerusakan pada mobil rental. Dan sering
kali yang dituntut untuk bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan
objek sewa itu adalah pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar
uang ganti rugi atas kerusakan objek sewa yang terjadi diluar faktor

kesengajaanya tersebut

1Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan
Kuta Baro, pada tanggal 21 Desember 2021.



Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dalam perjanjian yang
dilakukan oleh pihak Zahri rental, pihak pemilik sewa sepenuhnya
membebankan risiko kecelakaan tersebut kepada pihak penyewa meskipun
kecelakaan ataupun peristiwa lainnya yang menyebabkan mobil harus diperbaiki
di bengkel dalam jangka waktu yang lama sehingga mobil berhenti beroperasi
maka pihak pemilik sewa mengharuskan kepada penyewa untuk mengcover
biaya yang seharusnya diperoleh oleh pemilik sewa.

Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang
membahas mengenai pertanggungan risiko kecelakaan pada mobil rental,
sehingga pada penelitian ini peneliti tertarik meneliti dalam bentuk skripsi yang
berjudul: Sistem Pertanggungan Risiko Kecelakaan Pada Mobil Rental
Dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-Manfa’ah (Suatu Penelitian Pada
Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
untuk memfokuskan analisis penelitian ini maka di format rumusan masalah
sebagai berikut yaitu:
1. Bagaimana bentuk pertanggungan atas risiko kecelakaan terhadap
penyewa pada mobil rental?
2. Bagaimana bentuk  konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak
mobil rental jika terjadi kecelakaan?
3. Bagaimana perspektif akad ijarah ‘ala al-manfa’ah terhadap sistem

pertanggungan risiko kecelakaan oleh pihak mobil rental?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungan atas risiko kecelakaan
terhadap penyewa pada mobil rental.



2. Untuk mengetahui bentuk konsekuensi yang harus ditanggung oleh
pihak mobil rental jika terjadi kecelakaan.
3. Untuk mengkaji perspektif akad ijarah ‘ala al-manfa’ah terhadap

sistem pertanggungan risiko kecelakaan oleh pihak mobil rental.

D. Penjelasan Istilah
Untuk dapat mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka
terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul
penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman dalam menafsirkan
istilah-istilah dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu
dijelaskan adalah sebagai berikut:
1. Pertanggungan
Pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih,
dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan
menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.!2
2. Risiko
Risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas
terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana
peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian kecil
maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup
suatu perusahaan.*®
3. Kecelakaan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata
kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka.

Contoh: Salah satu sebab seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas ialah

12pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992

BArif Lokobal, ”Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi di
Propinsi Papua (Study Kasus di Kabupaten Sarmi)” Jurnal Iimiah Media Engineering, Vol. 4
No. 2, september 2014, him. 110.
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karena kurangnya kesadaran terhadap peraturan lalu lintas. Arti lainnya dari
kecelakaan adalah perihal celaka.**
4. ljarah ‘ala al-manfa’ah

Kata ljarah ’ala al-manfa’ah adalah gabungan dari dua kata yaitu
ljarah dan manfa’ah. Kata ljarah, menurut bahasa berasal dari kata “al-
ajru” yang berarti “al-iwadh” yaitu ganti. Sedangkan menurut syara’ kata
“al-ljarah” adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan
penggantian.®®

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa [jarah ‘Ala Al-
Manfa’ah yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat apabila manfaat
dalam penyewaan suatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara’
untuk dipergunakan, maka para ulama figh sepakat menyatakan boleh

dijadikan sewa-menyewa.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari
penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami mencermati, menelaah, dan
mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan
yang belum ada. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa
penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam
pembahasan atau topik penelitian ini, seperti halnya penelitian ini belum pernah
dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang
penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan

pembahasan ini antara lain yaitu:

4Kamus Besar Indonesia, https:/kbbi.lektur.id/kecelakaan, diakses pada tanggal 18
Maret 2022.

5Sayyid Sabig, Figh Sunnah, (terj. Kamaruddin A. Marzuki), jilid 13, (Bandung:
AlMa’arif, 1997), hlm. 15.
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Pertama skripsi yang ditulis oleh Helvandra Busrian yang berjudul
“Perjanjian Pertanggungan Risiko Pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa
Tanpa Sopir dengan CV. Deza Rent Car Dalam Perspektif Akad ljaran Bi Al-
Manfa’ah” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry tahun 2020. Dalam penelitian ini membahas bagaimana
perspektif hukum Islam terhadap perjanjian pertanggungan risiko yang
dilakukan oleh pihak CV Deza Rent Car dengan pihak penyewa tanpa sopir
dalam perspektif akad ijarah bi al-manfa’ah dengan memperhatikan bagaimana
klausula perjanjian pertanggungan risiko yang disepakati oleh pihak penyewa
mobil dengan manajemen CV Deza Rent Car serta bagaimana pertanggungan
risiko rental mobil dalam perspektif ljarah bi al-manfa ah.*® Yang membedakan
penelitian ini dengan penelitian penulis adalah didalam penelitian penulis
membahas tentang bagaimana sistem pertanggungan risiko terhadap kecelakaan
penyewa dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak mobil rental jika
terjadi kecelakaan serta bagaimana perspektif akad ijarah ‘ala al-manfa’ah
terhadap sistem pertanggungan risiko kecelakaan oleh pihak mobil rental.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Resa Hamalia Fitria yang berjudul
“Transaksi Sewa Baju Pengantin Dan Sistem Pertanggungan Risiko Dalam
Perspektif Akad ljarah Bi Al-Manfa’'ah” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2020. Tulisan ini didalamnya
membahas mengenai berapa jumlah baju pengantin yang akan disewa, harga
sewa baju pengantin dan selanjutnya yang disepakti adalah waktu pengembalian
baju tersebut menurut perspektif ljarah bi al-manfa’ah. Yang membedakan
penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yang

digunakan. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah transaksi sewa baju

¥Helvandra Busrian, “Perjanjian Pertanggungan Risiko Pada Sewa Mobil Antara
Pihak Penyewa Tanpa Sopir dengan CV. Deza Rent Car Dalam Perspektif Akad ljaran Bi Al-
Manfa’ah”, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).
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pengantin dalam perspektif akad ljarah bi al-manfa’ah,'’ sedangkan pada
penelitian penulis, objek penelitiannya adalah kecelakaan pada mobil rental
menurut perspektif akad ljarah Bi Al-Manfa’ah.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Said Fahmi yang berjudul
“Pertanggungan Risiko Sopir Mobil Rental terhadap kecelakaan lalulintas
dalam perspektif Akad Ijarah Bi al‘Amal” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019. Tulisan ini
didalamnya membahas tentang pertanggungan risiko yang dilakukan driver
dalam transaksi yang dilakukan dengan konsumennya berdasarkan akad ijarah
‘ala bi al-‘amal.*® Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah pada akad penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini akad yang
digunakan adalah akad Jjarah ‘ala al-‘amal, sedangkan pada penelitian penulis,
akad yang digunakan adalah akad ljarah ‘Ala Al-Manfa’ah.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Putroe Tisara Mentari yang berjudul
“Pertanggungan Risiko Pada Pemesanan Makanan Via Go-Food Di Banda
Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Bi Al-‘Amal” diterbitkan oleh Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019. Tulisan
ini didalamnya membahas tentang perjanjian kerja pada CV Deza Rent Car
pihak yang bertanggungjawab atas semua risiko kerja adalah pihak sopir,
berdasarkan akad ijarah ‘ala bi al-‘amal. Dalam penelitian ini  tersebut
menjelaskan bahwa pada layanan GO-FOOD kerugian finansial dapat
diminimalisir apabila requierement yang dibuat oleh pihak manajemen GO-JEK

mampu dicover oleh driver maka seluruh risiko tersebut dialihkan ke

"Resa Hamalia Fitria, “Transaksi Sewa Baju Pengantin Dan Sistem Pertanggungan
Risiko Dalam Perspektif Akad ljarah Bi Al-Manfa’ah”, Skripsi, (Banda Aceh:Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry, 2020).

18Said Fahmi, “Pertanggungan Risiko Sopir Mobil Rental terhadap kecelakaan
lalulintas dalam perspektif Akad Iljarah Bi al‘Amal”, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry, 2019).
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perusahaan.'® Namun tulisan tersebut tidak membahas tentang pertanggungan
dalam perspektif akad ijarah ‘ala al-manfa’ah.

Kelima skripsi yang ditulis oleh Khairil Azman yang berjudul “Analisis
Wanprestasi Pada Kontrak Langganan Jaringan TV Kabel Di Wilayah Kota
Banda Aceh Dalam Perspektif Akad ljarah Bi Al-Manfa’ah.” diterbitkan oleh
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2020.
Tulisan ini didalamnya membahas tentang proses penyelesaian wanprestasi yang
dilakukan oleh manajemen TV kabel dengan pelanggan menurut perspektif akad
ljarah Bi Al-Manfa’ah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian
penulis adalah pada objek penelitian yang digunakan.?’ Pada penelitian ini objek
penelitiannya adalah TV kabel berlangganan dalam perspektif akad ljarah bi al-
manfa’ah, Sedangkan pada penelitian penulis, objek penelitiannya adalah

kecelakaan pada mobil rental dalam perspektif akad ljarah ‘ala Al-Manfa’ah.

F. Metodologi Penelitian

Sebuah penelitian tentu memerlukan data yang aktual dan dapat diuji
kevalidan atas data yang sesuai berdasarkan metodologi penelitian. Untuk
memperoleh data, baik secara abstarksi maupun data empiris maka dibutuhkan
metode tertentu sehingga hasil penelitiannya dapat teruji karena telah
menggunakan metodologi penelitian ilmiah.

Dalam menentukan  metode penelitian yang akan digunakan pada
penulisan skripsi ini penulis harus membuat tata cara atau langkah-langkah
penelitian dengan pola sistematis dan mengggunakan fakta-fakta empirik serta

menganalisisnya secara rasional.

putroe Tisara Mentari, “Pertanggungan Risiko Pada Pemesanan Makanan Via Go-
Food Di Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Bi Al-‘Amal”, Skripsi, (Banda Aceh:
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

2K hairil Azman, “Analisis Wanprestasi Pada Kontrak Langganan Jaringan TV Kabel
Di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad ljarah Bi Al-Manfa’ah.”, Skripsi, (Banda
Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).
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Penulis merumuskan substansi permasalahan dengan menetapkan
langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif
empiris yang menjelaskan implementasi ketentuan hukum dan tindakannya
dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.?
Penelitian hukum normatif empiris mempelajari penerapan ketentuan
hukum positif dan kontrak aktual dalam setiap peristiwa hukum tertentu
yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan.
2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang
menjelaskan kumpulan dokumen-dokumen, data dari objek penelitian
langsung (lapangan), hasil wawancara yang tujuannya untuk mengetahui
informasi yang benar dan nyata tanpa penipuan atau kebohongan.?
Penelitian yang disajikan disini dilakukan oleh penulis dengan pengumpulan
data melalui wawancara bersama pihak-pihak yang berkepentingan langsung
dengan usaha Zahri Rental yaitu pihak pemilik sewa dan pihak penyewa,
kemudian menggabungkan hasil penelitian tersebut dengan teori dari buku,
artikel, jurnal, dan lainnya.
3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian,
baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode library

reseacrh (penelitian kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan).

2LAbdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet 1, (Bandung: PT, Citra
Aditya Bakti, 2004), him. 52.

22| exy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2004), him. 131.
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a. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan
untuk memperoleh konsep dan teori-teori sebagai data sekunder pada
penelitian ini. Proses penelitiannya dilakukan dengan cara membaca,
dan mempelajari, tentang pertanggungan dan risiko dari berbagai
literatur baik buku, jurnal maupun artikel.

b. Penelitian lapangan (field research)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data
primer sebagai data utama pada penelitian ini di lingkungan Zahri
rental di-Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro yang diperoleh secara
langsung dari pihak Pengelola mobil rental. Data yang dibutuhkan di
sini berupa fakta pertanggungan dan risiko pada mobil rental yang
diterima saat terjadinya kecelakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berbagai metode
yang dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut
a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk
guiden interview, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai
materi yang diajukan kepada responden yaitu pengelola Zahri rental
yang berada di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro dan pihak penyewa
pada Zahri Rental.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulam data dokumentasi digunakan sebagai
pendukung dalam menganalisa permasalahan yang berasal dari buku,
kitab, jurnal, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan

dengan judul yang sedang diteliti.
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5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah yaitu tempat yang dipilih oleh peneliti
untuk memperoleh dan menemukan data yang diperlukan dalam penulisan
karya ilmiah ini, adapun lokasi dari penelitian ini berada di Desa Ujong
Blang Kecamatan Kuta Baro
6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data sebagai alat yang digunakan untuk
merecord seluruh data yang diperoleh sehingga memudahkan pada
pengumpulan dan analisisnya. Hasil penelitian direkam dan ditulis baik
menggunakan Hp maupun ditulis menggunakan pulpen, penulis juga
membutuhkan kamera dan handphone untuk mendokumentasikan seluruh
data yang diperoleh dari pihak responden.

7. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang membawa pada tahap proses
penelitian ke proses penelitian secara sistematis dan analisis data dilakukan
setelah mendapatkan seluruh catatan, dokumen yang diperlukan agar data
mudah dipahami dan hasil penelitian dapat diinformasikan kepada orang
lain.?

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, sehingga
lebih banyak bersifat penjelasan dari diskusi dengan para pemangku
kepentingan khususnya pemilik sewa dan penyewa Zahri Rental dan data
yang berkaitan dengan sistem pertanggungan risiko kecelakaan pada mobil
rental dalam perspektif akad ijarah ‘ala almanfa’ah. Data yang diperoleh
akan dianalisis secara kualitatif, setelah data tersebut terkumpul semua,
selanjutnya akan dijelaskan dengan rinci dalam bentuk kalimat dengan

tujuan untuk menemukan penjelasan penting peristiwa yang dianalisis.

ZAlbi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV
Jejak, 2018), him. 236.
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Data yang dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan kata-kata
atau penjelasan yang jelas.
8. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara
lain menggunakan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku
pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan pedoman tersebut penulis dapat
berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah

dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk
mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara
menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab
menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara
bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini
sebagai berikut:

Bab satu, merupakan Pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan
mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian,
penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan konsep akad ijarah ‘ala al-manfa’ah dan
pertanggungan risiko, dengan komposisi subbabnya sebagai berikut: pengertian
dan dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, pengertian pertanggungan
risiko, dan pendapat fugahah tentang jaminan dan risiko kerja, pendapat fugaha
tentang pertanggungan risiko pada akad ijarah ‘ala al-Manfa’ah.

Bab tiga, penulis menjabarkan dengan sistem pertanggungan risiko
kecelakaan pada mobil rental menurut akad ijarah ‘ala al-manfa’ah dengan

rincian sebagai berikut: gambaran umum usaha Zahri Rental di Ujong Blang
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Kecamatan Kuta Baro, bentuk pertanggungan atas risiko kecelakaan antara
pihak penyewa dan pemilik sewa, konsekuensi akibat risiko kecelakaan yang
ditanggung oleh pihak mobil rental, dan perspektif akad Zjarah ‘Ala Al-
Manfa’ah terhadap pertanggungan risiko kecelakaan oleh pihak mobil rental
Bab empat, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan
penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang

berkenaan dengan rumusan penelitian diatas.



BAB DUA
KONSEP AKAD IJARAH ‘ALA AL-MANFA’AH DAN SISTEM
PERTANGGUNGAN RISIKO

A. Pengertian dan Dasar Hukum ljarah Ala Al- Manfa’ah
1. Pengertian Ijarah ‘Ala Al-Manfa’ah

Dalam figh muamalah, sewa menyewa disebut dengan kata ijarah.
ljarah berasal dari kata “al-ajru” yang secara bahasa berarti “al-iwadhu”
yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara’, ijarah ialah suatu jenis agad
untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.?*

Dalam makna yang lain, ijarah berarti suatu jenis akad yang berisi
penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah
tertentu. Pemilik manfaat yang menyewakannya disebut dengan mu ajjir.
Pihak yang mengeluarkan imbalan disebut dengan musta jir (penyewa).
Sesuatu yang manfaatnya diakadkan denagn ma’jur. Dan imbalan yang
dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat disebut dengan ajr atau ujrah.?®

ljarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam
memenuhi kebutuhan hidup manusia., seperti sewa-menyewa, kontrak atau
menjual jasa perhotelan dan lain-lain.?®

Sedangkan menurut -istilah, ada beberapa definisi ijarah yang
dikemukakan para ulama figh, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah ijarah merupakan akad yang dilakukan
oleh para pihak untuk membolehkan mengambil manfaat yang

diketahui dan disengaja dari sesuatu yang disewa dengan imbalan.?’

24Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 13 (Bandung: Al-
Ma’arif, 1997), him. 15.

2Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 4 (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), him. 157.
ZNasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him. 228.

2"\Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 (Damaskus: Darul Fikr,
2007), him. 387.
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b. Menurut ulama Malikiyah ijarah adalah suatu akad atau transaksi
untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang
dapat dipindahkan.

C. Menurut ulama Syafi’iyah, ijarah adalah suatu jenis akad atau
transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah
dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberikan imbalan tertentu.?®
Maksudnya ialah ijarah yang dilakukan tersebut atas keinginan kedua
belah pihak antara pihak pemilik sewa dengan pihak penyewa tanpa
adanya sedikitpun paksaan dari pihak manapun. Disamping itu juga,
objek yang diijarahkan bukanlah harta yang diharamkan dalam Islam
seperti menyewa senjata untuk membunuh seseorang dan sebagainya.

d. Menurut Hanabilah, ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi atas
manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara’ dan
semacamnya.?

e. Menurut Sayyid Sabig, ijarah adalah suatu jenis akad untuk
mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karena itu, ketika
seseorang menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, maka
tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat.*® Demikian pula
halnya dengan menyewakan dua buah mata uang (emas dan perak),
makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang.
Karena jenis-jenis yang demikian tidak dapat dimanfaatkan kecuali
dengan menggunakan barang itu sendiri.

f. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan

ijarah adalah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu

BAbdul Rahman Ghazali dkk, Figh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012),
him. 277.

2Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015). him. 317.

%0Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2000), him. 203.
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barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau
upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.3

g. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah ijarah adalah sebagai
akad sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan dapat dibatalkan
berdasarkan kesepakatan.®?

Dalam hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan
“muajjir”, sedangkan penyewa disebut dengan “musta ’jir” dan benda yang
disewakan disebut dengan “majur”. Imbalan atas pemakaian manfaat
disebut “gjran” atau “wjrah”. Perjanjian sewa-menyewa dilakukan
sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsungnya
akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak pemberi sewa (mu ajjir)
berkewajiban menyerahkan barang (ma jur) kepada penyewa (musta jir)
dan dari pihak penyewa diharuskan membayar uang sewa (ujrah).>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ijarakr ‘ala al-
manfa’ah adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya
tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa
menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan,
sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan
pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan
bayaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa ijarah ‘ala al-manfa’ah
adalah suatu kesepakatan atau akad yang dilakukan oleh satu atau beberapa

orang yang melakukan perjanjian tertentu dan mengikat, dengan objek dan

SlAdiwarman A Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013), him. 138.

32pysat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), him. 87.

33Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian Islam, Cet. 1 (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), him. 92.
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imbalan yang telah disepakati bersama antara penyewa dan pemilik sewa,
yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta

kewajiban antara keduanya.

2. Dasar Hukum Ijarah ‘Ala Al- Manfa’ah
Hukum ijarah ‘ala al-manfa’ah banyak dijumpai dalam nash-nash
Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. serta juga dapat diteliti dalam
penjelasan-penjelasan ijma’ para ulama ahli figh serta giyas. Semuanya
merupakan landasan hukum Islam untuk menentukan halal atau haramnya,
boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau dilarangnya, suatu tindakan
hukum dalam syariah.
a. Dalil Al-Qur’an

Terdapat dalam surah At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman:

/}/)e/% of - dur S g Ao ”://a) °£owo’°// 4 o, o &/"q
Nl 5870l Earle 132227 2ASUAS Vg 25085 08 (5 Eis 2 BAYS
vgw DHCEEN ”“UV-QMJ‘ dbﬁlﬂ"u"@ 5 MWU&‘

G el Bl b Sy

Artinya: ”Tempatkanlah mercka (para istri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan

Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka
melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu

maka  Dberikanlah  imbalannya kepada mereka; dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan

baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dalam ayat di atas menerangkan bahwa seorang pemimpin rumah
tangga atau seorang bapak untuk memberikan upah kepada istrinya yang
telah menyusui anaknya. Jika di dalam rumah tangga terjadi masalah
mengenai penyusuan maka Allah memerintahkan untuk memecahkan

masalah tersebut yaitu dengan jalan musyawarah termasuk mengenai
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upah dengan musyawarah yang baik. Jika terdapat kesulitan maka boleh
meminta orang lain untuk menyusuinya. Oleh karena itu Allah Swit.
membolehkan sewa-menyewa pada penyusuan. Tentu jasa penyewaan
jasa menyusui beserta perawatan anak jauh diperbolehkan, karena
kebutuhan menurut demikian.®*

Adapun dasar hukum dari ijarah terdapat dalam Al-Qur’an surat
Al-Bagarah ayat 233 Allah SWT berfirman :

15455 gl 2T G il 1) e s 6 80N LA OF 25T 05
Seas Osladd G By 5T 1,300

Artinya : “..Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertagwalah kamu kepada
Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang
kamu kerjakan.”

Dalam ayat di atas menerangkan bahwa kewajiban bagi seorang
ibu untuk menyusukan anaknya dan kewajiban bagi seorang suami agar
memberikan hak dan kewajiban kepada anak dan istrinya tersebut. Allah
memeberitahukan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah selama
2 tahun. Apabila istri tidak dapat menyusui anaknya selama 2 tahun,
maka istri dapat meminta izin kepada suami agar dapat disusui oleh
orang lain dengan syarat saling ridha dan musyawarah demi
kemashlahatan anak mereka berdua, memakai jasa orang lain merupakan
suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau

pembayaran sebagai ganti dari sewa tehadap jasa tersebut.>®

#Al-lmam-Asy-Syafi’i, Al-Umm (Kitab Induk), Jilid 5 (Kuala Lumpur: Victory
Agencie,1982), him. 252.

%Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 1
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), him. 504.
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Dalam surah Al-Qashas ayat 26 Allah berfirman:
Ll Gl Esalin s gis Gluga i e gtz &J6

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada Kkita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya.”

Dalam ayat di atas ‘menerangkan bahwa diperbolehkannya
mengambil seseorang yang baik untuk dipekerjakan, dan orang yang
dapat dipekerjakan tersebut adalah seorang yang kuat dan dapat
dipercaya juga tidak berkhianat karena hal ini merupakan kebaikan bagi
kedua belah pihak.3®
b. Hadis

Selain dalam Al-qur’an dasar hukum ijarah juga terdapat dalam

hadis rasulullah saw. Antara lain sebagai berikut:
e sl s et Lo J5hg (B 1B R a2
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Artinya: dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Saw

pernah bersabda, “Berikan kepada seorang pekerja upahnya
sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).’

Maksud dari hadis tesebut adalah bersegera menunaikan hak si
pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah
ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia

berkata:

%Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith Jilid 3, (Al-Qashas-An-Naas), (Jakarta: Gema
Insani, 2013), him. 11.

$"Muhammad Nashiruddin Al- Albani, Shahih Sunan lbnu Majah, Buku 2 (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007), him. 420.
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Artinya: Dari Ibnu Thawus dari ayanya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata:

“bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam
kemudian membayar upahnya.” (HR.Bukhari).®

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh
untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Riwayat
ini dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi
upah mengupah.

Adapun dasar hukum hadis Nabi Saw. lainnya yang berkaitan
dengan ijarah adalah
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Artinya: Dari Sa’ad bin Abi Waqqgash bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
“dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari
bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak
mendapat air. Lalu Rasulullah melarang cara yang demikian
itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan emas
atau perak.” (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Nasa’i).*

Hadis di atas menerangkan bahwa pada zaman dahulu praktik
sewa-menyewa tanah pembayarannya dilakukan dengan mengambil dari
hasil tanaman yang ditanam di tanah yang disewa tersebut. Nabi
Muhammad Saw. menjelaskan bahwa ketentuan mengenai apa-apa yang
boleh dan tidak boleh menjadi ujrah, agar para pihak yang bertransaksi

terhindar dari ketidakjelasan hukum dari harta yang diterima. Oleh

Blbnu Hajar Al- Asgalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, Jilid 13 (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2010), him. 98.
%Imam Nasa’i, Sunan Nasa’i, (Dar Al-Fikr: Beirut,1994), him. 271.
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karenanya, cara seperti ini dilarang dan beliau memerintahkan agar
membayarkan upah sewa tanah tersebut dengan uang emas dan perak.
C. [jma’

Para ulama pada masa sahabat telah sepakat membolehkannya
akad ijarah. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap
manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang
riil. Dan selama akad jual beli diperbolehkan, maka akad ijarah manfaat
harus diperbolehkan juga.®® Perlu diketahui bahwa tujuan
disyariatkannya ijarah itu ialah untuk memberikan keringanan kepada
masyarakat dalam kebutuhan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi
tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan
membutuhkan uang tetapi tidak ada tempat untuk bekerja. Dengan
adanya akad ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan
memperoleh manfaat.

Dari semua ayat, hadits, dan ijma’ para ulama di atas, Allah Swt.
menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah menunaikan
suatu kewajiban, maka mereka berhak menerima imbalan atas jasa yang
telah mereka lakukan secara halal sesuai dengan akad yang telah
disepakati. Allah juga menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan
dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang berakad

sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

B. Rukun Dan Syarat Ijarah ‘Ala Al-Manfa’ah
1. Rukun Ijarah ‘ala al-manfa’ah
Menurut ulama Hanafiyah rukun ijarah adalah ijab dan gabul,
antara lain dengan menggunakan kalimat: al-ijarah al-isti jar al-iktirra’,

dan al-ikra.*!

40Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu..., him. 386.
4Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia 2004), him.125.



27

Adapun menurut jJumhur ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:
a. ‘Aqid (orang yang berakad)

‘Agid yaitu para pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak
yang menyewakan tenaganya atau pemilik barang objek sewa disebut
muajjir, sedangkan pihak yang menggunakan jasa atau memanfaatkan
barang objek sewaan disebut musta’jir. Baik penyewa dan yang
menyewa harus sama-sama cakaap hukum dalam melakukan perbuatan
hukum dan baligh, sehingga mereka sebagai mukallaf dapat melakukan
akad tersebut dan menerima manfaat dari kesepakatan yang dibuat.

Helmi Karim, dalam bukunya yang berjudul Figh Muamalah juga
menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan transaksi ijarah
haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam hal
ini, tidak boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-
duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari
pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain. Bagi orang yang berakad
ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan
dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.*

b. Shighat akad

Shighat adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad
berupa ijab dan gabul. ljab adalah suatu suatu ucapan dari orang yang
yang menyewakan (mu jir) yang secara jelas menunjukkan atas
penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu, baik
dalam bentuk kalimat langsung maupun tidak langsung. Qabul adalah
ucapan dari orang yang menyewakan (musta’jir) yang secara jelas

menunjukkan atas kerelaannya menerima manfaat (suatu barang).

42Helmi Karim, Figh Muamalah, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), him. 35.
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Tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu
dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lain.*
Para ulama figih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan gabul
agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut.

1) Jala’'ul ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan
itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2) Tawafug, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan gabul.
3) Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan gabul menunjukkkan
kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa**
c¢. Ujrah (upah)

Ujrah (upah) adalah pemberian upah sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Yang disyaratkan harus
diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa
maupun dalam upah-mengupah.*® Hal ini dikarenakan apabila ujrah yang
diberikan tidak jelas dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak,
dikhawatirkan akan timbulnya perselisihan atau permasalahan di
kemudian hari.

d. Manfaat

Adapun mengenai manfaat dari akad ijarah itu sendiri dapat
ditaksir bahwa manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan
secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat (‘urf) agar harta
penggantinya layak diserahkan. Contohnya, menyewa rumah untuk
dijadikan tempat tinggal dan menyewa hewan tunggangan atau

kendaraan untuk ditumpangi. Jika benda-benda itu tidak ada manfaatnya,

43Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih
Muamalah, (Jakarta: Rajaali Pres, 2010), him. 123.

4Gemala Dewa, dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005),
him. 63.

45Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2011), him. 170.
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harta penggatinya (upah sewa) menjadi sia-sia belaka. Padahal syariat
melarang untuk menyia-nyiakan harta.*®

Tidak semua harta benda dapat dijadikan sebagai barang sewaan
untuk dimanfaatkan dalam akad ijarah kecuali yang dapat memenuhi
beberapa persyaratan berikut.*’

1) Barang sewaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan hukum
syara’. Misalnya menyewakan senjata untuk membunuh atau
menyewakan hotel untuk kegiatan maksiat. Hal ini merupakan
contoh kasus transaksi ijarah yang tidak memenui persyaratan ini

2) Objek transaksi adalah manfaat langsung dari sebuah benda.
Misalnya sewa-menyewa mobil untuk dikendarai, rumah untuk
ditempati, tanah untuk ditanami dan sebagainya. Tidak
dibenarkan akad ijarah terhadap suatu benda yang bersifat tidak
langsung, pohon untuk diambil buahnya atau sewa-menyewa
hewan ternak untuk diambil keturunannya. Hal ini dikarenakan
objek sewa yang tidak langsung seperti keturunan ialah sesuatu
yang bersifat materi bukan manfaat. Sebagaimana yang telah
diketahui bahasanya ijarah merupakan suatu akad yang yang
transaksi harta bendanya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya,
tidak untuk diambil materi yang dihasilkannya.

3) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah yang bersifat
isti’'maly, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang
kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan

sifatnya seperti tanah, rumah dan mobil.

“Musthafa Dib al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah: menjalin Kerja Sama Bisnis
dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010),
him.150.

4Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., him. 232.
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4) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara
sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah tidak jelas,
maka akadnya tidak sah.

5) Objek ijarah itu diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung
dan tidak cacat. Oleh karena itu para ulama figih sepakat
menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak
boleh disewakan dan dimanfaatkan langsung oleh pihak
penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa mobil, maka
mobil itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh
dimanfaatkan. Apabila mobil itu masih berada ditangan orang
lain, maka akad ijarah hanya berlaku sejak mobil itu mulai
diterima oleh pihak penyewa yang baru.

6) Manfaat dari akad ijarah itu bukan suatu kewajiban bagi
penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat
untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk
menggantikan hajinya. Para ulama figih sepakat bahwa sewa-
menyewa yang seperti ini tidak sah, karena melakukan suatu
ibadah membutuhkan niat dan masalah ibadah seperti ini tidak

dapat diwakilkan.

2. Syarat Ijarah ‘Ala Al-Manfa’ah
Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga
terdiri atas empat jenis, diantaranya yaitu:
a. Syarat terjadinya akad (syarat in’igad)
Syarat terjadinya akad (syarat in’igad) berkaitan dengan ‘agid,
akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan ‘agid adalah berakal
dan mumayyiz menurut Hanafiyah dan baligh menurut Syafi’iyah dan

Hanabilah. Dengan demikian akad ijarah tidak sah apabila pelakunya
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(mu jir dan musta jir) tidak berakal atau masih di bawah umur. Menurut
Malikiyah, tamyiz merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli,
sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (nafadz).
Dengan demikian, apabila anak yang mumayyiz menyewakan dirinya
(sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum
akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.*8

b. Syarat kelangsungan akad (nafadz)

Untuk kelangsungan akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak
milik atau wilayah (kekuasaan). Akad ijarah yang dilakukan oleh
seseorang fudhuli (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa
izinnya) ialah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad ini digantungkan
pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku pada akad jual beli.
Hal ini berbeda denan pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.
Terdapat beberapa syarat agar persetujuan dari pemilik dapat berlaku
pada akad ijarah yang tergantung, diantaranya adanya wujud objek
jjarah. -~ Jika ada seorang fudhuli melakukan akad ijarah lalu
mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal
berikut.

Jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat
barang digunakan, maka akad ijarah itu sah dan pemilik barang tersebut
berhak atas upahnya karena objek akadnya ada. Sebaliknya, jika
persetujuan atas akad terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka
akad itu tidak sah dan upah dikembalikan ke pelaku akad, karena objek
akad telah lenmyap shinga tidak ada pada saat pelaksanaan akad ijarah.
Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya
sehingga akad ijarah tidak sah.

8 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., him. 322.
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c. Syarat Sahnya ljarah

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang

yang menjadi objek akad, upah (ujrah) dan zat akad memenuhi syarat

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-
menyewa, maksudnya kalau dalam perjanjian sewa-menyewa itu
terdapat unsur paksaan.*® Syarat ini diterapkan sebagaimana
dalam akad jual beli. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang
beriman! ‘Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha
penyayang kepadamu." (An-Nisa’: 29).

Objek akad vyaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak
menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak
jelas, sehingga akan menimbulkan perselisihan, maka akad ijarah
tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa
diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.® Kejelasan objek akad
(manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa
waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para
pekerja.>

Objek sewa-menyewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.
Maksudnya kegunaan objek yang disewakan tersebut harus jelas
dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan fungsinya.
Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Oleh sebab itu, para

Ulama figh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan

4Nasroen Harun, Figih Muamalah..., him. 232.
0Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., him. 323.
INasroen Harun, Figih Muamalah..., him. 233.
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sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung
olen penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah,
maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung ia
boleh memanfaatkan. Apabila rumah itu masih berada ditangan
orang lain, maka akad ijarah hanya berlaku sejak rumah itu boleh
diterima dan ditempati oleh penyewa kedua.

Kemanfaatan objek _yang diperjanjikan adalah yang
diperbolehkan dalam agama. Oleh sebab itu, para ulama figh
sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk
mengerjakan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh
orang lain (pembunuhan bayaran), dan orang Islam tidak boleh
menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan
tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa menyewa
dalam contoh di atas termasuk maksiat, sedangkan kaidah figh
menyatakan “sewa-menyewa dalam masalah maksiat tidak
boleh”. Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekarjaan
yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau
tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya.
Berdasarkan syariat ini, maka tidak sah ijarah atau menyewa jasa
seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap
mukmin. Ulama Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan tidak
boleh (haram hukumnya) menggaji mereka, karena pekerjaan
bseperti ini termasuk pekerjaan taat (dalam rangka mendekatkan
diri kepada Allah), dan terhadap perbuatan taat seseorang tidak

boleh menerima gaji.
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Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil
manfaat atau jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan

adalah hak bagi orang yang menyewa.>?

d. Syarat Kelaziman

1)

2)

Syarat kelaziman ijarah terdiri dari dua hal berikut:
Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (aib) yang
menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa
itu. Apabila terdapat cacat (aib) pada suatu benda, maka orang
yang menyewa (musta’jir) boleh memilih antara meneruskan
dengan membayar penuh atau membatalkannya.
Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad.
Misalnya udzur pada salah seorang yang melakukan akad, atau
pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat udzur, baik pada
pelaku maupun pada ma’qud’alaih, maka pelaku berhak
membatalkan akad. Ini menurut Hanafiyah. Akan tetapi, menurut
jumhur ulama, akad ijarah tidak batal karena adanya udzur,
selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali. Udzur
dikategorikan menjadi tiga macam:

a) Udzur dari pihak musta’jir (penyewa), seperti berpindah-
pindah dalam mengerjakan sesuatu sehingga tidak
menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.

b) Udzur dari pihak mu jir (orang yang menyewakan). Misalnya
mu jir memiliki utang yang sangat banyak dan tidak ada
jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual
barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan

untuk melunasi utang tersebut.

52Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., him. 324.
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c) Udzur yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau
sesuatu yang disewa. Seperti seseorang menyewa kamar
mandi disuatu kampung untuk digunakannya selama waktu
tertentu. Kemudian penduduk desa berpindah ketempat lain.
Dalam hal ini ia tidak perlu membayar sewa kepada mu Jir.

Menurut jumhur ulama, ijarah adalah akad lazim, seperti jual

beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa adanya sebab yang
membatalkannya. Menurut ulama Syafi’iyah, jika tidak ada udzur, tetapi
masih kemungkinan untuk diganti dengan barang yang lain, ijarah tidak
batal, tetapi diganti dengan yang lain. ijarah dapat yang dikatakan batal
jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang

disewakan.>®

C. Asuransi, Pertanggungan Risiko dan Penggunaan Pada Pemanfaatan

Objek Akad Zjarah ‘Ala-Manfa’ah
1. Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance, yang dalam
bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan
Shadilly memaknai kata insurance dengan asuransi dan jaminan. Dalam
bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah assurantie (asuransi) dan
verzekering (pertanggungan).

Mustafa Ahmad Zarqa’ mengatakan bahwa asuransi secara istilah
adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda,
namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara

manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang

>3Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah..., him. 130.
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akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya atau dalam
aktivitas ekonominya.>*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pengertian hukum
asuransi atau pertanggungan mengandung satu arti yang pasti, yaitu sebagai
salah satu jenis perjanjian dengan tujuan berkisar pada manfaat ekonomi
bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dibangun
atas pondasi dan dasar yang kuat. Begitu juga dengan asuransi, harus
dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal
ini, prinsip dasar asuransi syariah ada beberapa macam, yaitu tauhid,
keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, dan kerelaan. °°

a. Tauhid (unity)

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama daris setiap bentuk
bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas
kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya
bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus
mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan

Prinsip kedua dalam bermuamalah adalah al- ‘adl, ‘sikap adil’.*

Keadilan dalam hal ini sebagai upaya dalam menempatkan hak dan

kewajiban antara anggota dan perusahaan asuransi.

%Mustafa Ahmad Zarqa’, Al-lgtishadi al-Islamiyah Nizhamutta 'min, sebagaimana

dikutip dalam Muhammad Syakir Sula, Op. Cit., him. 28.

AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis

Historis, Teoritis, dan Praktis, Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1, (Jakarta: Kencana 2004), him.

125.

%6Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General), Konsep dan Sistem

Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), him. 727.
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c. Tolong-menolong (ta 'awun)

Para peserta asuransi diharapkan saling bekerja sama dan saling
tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu
musibah yang dideritanya.>’ Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal
harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan
beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau
kerugian.

d. Kerja sama (cooperation)

Prinsip kerja sama (cooperation) merupakan prinsip universal
yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Kerja sama dalam
berasuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan
antara kedua belah pihak yang terlibat.

e. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud
dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui
penyajian laporan keuangan di setiap periode. Hukum Islam sangat
menjunjung tinggi dan mewajibkan orang untuk menepati janji yang
telah dilakukan dengan orang lain. Menaati sebuah perjanjian merupakan
sifat terpuji dan sangat mempengaruhi kehidupan orang tersebut, karena
pergaulan yang baik sesama kaum muslimin yang didasari atas sebuah
kejujuran, keadilan dan keikhlasan yang merupakan kesempurnaan
akhlag yang menjamin kesempurnaan dan kelangsungan persaudaraan
antara sesama kaum muslim.

Dalam ketentuan hukum Islam ditetapkan kepada kaum muslimin
untuk menaati perjanjian kepada Allah SWT dan segala perjanjian yang
dibuat oleh manusia sesamanya. Setiap pengingkaran dan kesalahan
kepada sebuah perjanjian yang sudah dibuat merupakan sebuah dosa.

S’Abdul Manan, Hukum Ekonomi syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 265
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Allah SWT sangat benci terhadap orang-orang yang tidak menepati janji
yakni orang-orang yang tidak benar dalam perbuatan dan perkataannya.
f. Kerelaan (al-rida)

Prinsip kerelaan (al-rida) dalam ekonomi Islam berdasar pada
firman Allah SWT, dalam Q.S. an-Nisa’ ayat 29:

R i 1 512 056 0T ey i it L8R Y T

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu.”

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan
ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan
antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua

belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

2. Pertanggungan Risiko dan Penggunaan Pada Pemanfaatan Objek
Akad Ijarah ‘Ala-Manfa’ah

Menurut pasal 24 KUHD, pertanggungan adalah suatu perjanjian
(timbal balik), dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang
tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya kerena suatu peristiwa.*®

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan
hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap seseorang
atau lebih. Perjanjian juga berarti suatu hubungan hukum harta kekayaan
antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak

untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk

%8Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-
Undang Kepailitan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), him. 74.



39

melaksanakan prestasi. Perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum
itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.

Dari  definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
pertanggungan merupakan perjanjian peralihan risiko, dimana penanggung
mengambil alih risiko tertanggung dan sebagai kontra prestasi tertanggung
berkewajiban untuk membayar asuransi kepada penanggung. Risiko itu
berbentuk kerugian atas barang pertanggungan terhadap bahaya yang
mungkin terjadi.

Risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya penyimpangan dari
harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko dapat datang setiap saat,
agar risiko tidak menghalangi suatu kegiatan, maka risiko harus dikelola
dengan baik. Adapun strategi yang dapat diambil diantaranya adalah
memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek
negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko
tertentu.

Banyak penyebab terjadinya risiko, seperti kemungkinan terjadinya
peritiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Namun penyimpangan
ini baru terlihat apabila sudah berbentuk suatu kerugian. Jika tidak ada
kemungkinan kerugian, maka hal ini bukan dinamakan suatu risiko. Konsep
umum risiko adalah ketidakpastian di masa yang akan datang dalam setiap
kegiatan. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian
adalah penting dalam analisis risiko. Adapun dua faktor yang menimbulkan
risiko adalah bencana dan bahaya.

Bencana adalah penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya
dari yang diharapkan. Bencana ini merupakan penyebab langsung terjadinya
kerugian. Kehadirannya menimbulkan risiko yang menyebabkan terjadinya
kemungkinanpenyimpangan yang tidak diharapkan. Lingkungan selalu
dihadapkan dengan bencana-bencana, seperti gempa, banjir, tanah longsor,

kebakaran, perampokan, pencurian dan masih banyak lagi lainnya.
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Sedangkan bahaya adalah keadaan yang melatarbelakangi terjadinya
kerugian oleh bencana tertentu. Bahaya meningkatkan risiko kemungkinan
terjadinya kerugian. Keadaan-keadaan tertentu disebut berbahaya. Misalnya
membangun gedung-gedung yang tinggi tanpa dilengkapi dengan alat
pengaman, mengendarai motor di jalan raya terlalu kencang, dan lain
sebagainya.

Objek ijarah ‘ala al-manfa’ah adalah manfaat dari penggunaan
barang atau jasa dan manfaat itu harus dapat dinilai serta dapat dilaksanakan
dalam perjanjian. Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan dan
kesanggupan untuk memenuhinya harus nyata dan sesuai dengan syariah.
Oleh karena itu dapat diambil suatu manfaat tersebut yakni, bahwa pengguna
sebuah aset yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi
sewa, contohya “ saya sewakan anda sebuah toko, dengan spesifik toko itu
begini dan begitu”. Manfaat harus diuraikan secara spesifik dengan

menyatakan keadaan rinci objek tersebut beserta dengan jangka waktunya.

D. Pendapat Fugaha tentang pertanggungan Risiko Pada Akad ljarah
‘Ala AlI-Manfa’ah

ljarah merupakan konsep dasar yang kuat dalam hukum Islam. Hal ini
dapat dilihat pada berbagai dalil yang membicarakannya, baik yang bersumber
dari Al-Qur’an, hadits, ijma’ dan qiyas. Menurut pendapat para ulama ijarah
atau sewa-menyewa barang dibolehkan syara’.*

Pendapat ulama menjadi petunjuk penting dalam menentukan hukum
pada setiap perbuatan manusia. Apabila terkait hal yang menyangkut dengan
transaksi mualamah yang biasanya tidak banyak dibahas maupun diterangkan
dalam kitab suci al-Qur’an layaknya perkara-perkara yang menyangkut

ketauhidan atau ibadah wajib seperti shalat, puasa dan lain-lain. Ulama telah

%Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Figh Islam (Tinjauan Antar Mazhab),
(Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2011), him. 428.
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berjihad mengumpulkan dalil-dalil hukum yang disajikan dengan baik dan
teratur, agar umat muslim tidak menyimpang dalam menetukan suatu keputusan
apalagi menyimpang dari jalur syari’at.

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang akad ijarah. Karena akad
ijarah adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli figh tidak membolehkan
menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah merupakan barang,
sedangkan yang dimaksud dengan ijarah adalah menjual manfaat bukan menjual
barang. Oleh karena itu apabila setiap hal yang dimanfaatkan disertai tetapnya
sosok barang maka dibolehkan ijarah atasnya, dan jika tidak maka tidak
diperbolehkan.

Dalam hal akad ijarah ulama telah sepakat dan memberikan dalil-dalil
yang kuat, sebagaimana halnya dengan jual beli, akad ijarah akan menimbulkan
hak dan kewajiban antara dua belak pihak yang melakukan akad. Penyewaan
terhadap kendaraan bermotor termasuk dalam konsep akad ijarah. Pada akad
ijarah konsep pertanggungan dibebani kepada pihak pemilik sewa. Akan tetapi,
ulama mazhab empat berpendapat bahwa penyewaan khusus apabila objek yang
dikerjakan itu rusak ditanggannya bukan karena kelalaian dan kesengajaan maka
ia boleh dituntut ganti rugi.

Demikianlah pendapat jumhur ulama tentang pertanggungan risiko
menurut konsep ijarah ‘ala al-manfa’ah. Dapat dipahami bahwa harus ada
keseriusan dalam melakukan pekerjaan agar tetap fokus dan tidak lalai, sehingga
peluang akan terjadinya risiko menjadi semakin sedikit.

Setiap perjanjian, kesepakatan maupun akad yang dilakukan tidak
semuanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh kedua belah pihak.
Bisa saja terdapat masalah kecil sehingga timbulnya ketidakpuasan atas kerja
sama yang dilakukan. Oleh karena itu, harus ada upaya awal yang dapat
menutupi kesalahan yang dilakukan.
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E. Berakhirnya Akad Ijarah ‘Ala Al-Manfa’ah

Menurut para ulama akad ijarah berakhir atau batal apabila:®°

1. Terdapat cacat pada objek sewa ketika sudah berada di tangan pihak
penyewa.

2. Terdapat kerusakan pada objek yang disewakan, seperti runtuhnya
bangunan gedung dan ambruknya rumah.

3. Terjadi kerusakan objek yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupah
untuk dijahit.

4. Terpenuhinya manfaat yang telah diakadkan sesuai dengan berakhirnya
tempo dan telah selesainya pekerjaan.

5. Imam Hanafi mengemukakan bahwa salah satu pihak yang berakad
dapat membatalkan akad ijarah jika terjadi peristiwa luar biasa, seperti
terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan
modal.

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan
barang sewaannya. Jika barang itu dapat dipindahkan, maka penyewa wajib
menyerahkannya kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan itu adalah
benda tetap (‘igar), maka penyewa wajib-menyerahkan kembali dalam keadaan
kosong (seperti halnya tanah).

Pada dasarnya Islam membolehkan persewaan berbagai bentuk barang
yang mempunyai manfaat dan memberikan keuntungan kepada manusia. Islam
hanya memberikan batasan-batasan agar terciptanya kerja sama yang baik antar
berbagai pihak dan terlaksananya prinsip sewa-menyewa itu sendiri yaitu
“keadilan” dan “kemurahan hati”. Selain itu tidak menzalimi antara kedua belah

pihak (penyewa dan yang menyewakan).

80Sohari Sahrani dan Ru’fah, Fikih Muamalah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), him.
173.



BAB TIGA
SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO KECELAKAAN PADA
MOBIL RENTAL MENURUT AKAD IJARAH ‘ALA
AL-MANFA’AH

A. Gambaran Umum Usaha Zahri Rental Di Ujong Blang Kecamatan
Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Rental mobil merupakan penyediaan layanan penyewaan mobil dengan
cara sewa harian maupun bulanan atau kontrak dengan menggunakan sopir atau
lepas kunci, pemanfaatan mobil rental merupakan salah satu terobosan bagi
masyarakat yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk
operasional.

Zahri Rental salah satu usaha yang sudah berdiri sejak tahun 2008 yang
berlokasi di gampong ujong blang kecamatan kuta baro kabupaten aceh besar.
Sebagai usaha modal transportasi Zahri Rental juga membuka untuk
memudahkan dan terjangkau oleh konsumen. Pada Zahri rental menyediakan 10
unit mobil dengan jenis mobil yang berbeda, diantaranya yaitu Avanza, Innova,
Reborn dan Brio. Di Zahri Rental ketika hendak melakukan penyewaan mobil
itu dapat dilakukan melalui via telepon atau datang langsung kelokasinya. Cara
pembayaran di Zahri rental yaitu bisa dilakukan di awal pada saat penerimaan
mobil rental oleh penyewa atau pada saat mobil dikembalikan. Namun
kebanyakan dilunasi pada saat mobil dikembalikan. Tipe mobil yang disewakan
ini sangat variatif mulai dari mobil untuk tarif Rp. 300.000-, perhari hingga tarif
Rp. 400.000-,perhari dan tarif Rp. 5.500.000-, perbulan hingga Rp. 10.000.000-,
perbulan, tarif ini sangat tergantung varian mobil yang ingin disewa oleh
konsumennya.

Tarif harga sewa mobil tersebut selain dipengaruhi oleh jenis mobil yang
akan disewakan oleh konsumen juga disebabkan oleh penggunaan driver atau
sopir karena penggunaan sopir oleh penyewa akan menambah tarif harga sewa.

Pihak Zahri rental menambahkan rad tarif harga sewa tanpa penggunaan sopir
43
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sehingga tarif biaya sopir tersebut mempengaruhi harga sewa, pihak Zahri rental
menetapkan rad tarif biaya sopir berbeda antara sewa dalam kota dan luar kota.
Kemudian biaya auto tarif sewa untuk penggunaan tetap juga tergantung jarak
tempuh yang akan digunakn oleh penyewa.
Di zahri Rental ada dua pelayanan jasa dan ketentuan dalam sewa
mobil:
1. Ketentuan sewa mobil lepas kunci (tanpa sopir)

Sewa mobil lepas kunci artinya pihak yang menyewakan hanya
menyediakan moil yang dibaa oleh penyewa. Pada pelayanan lepas kunci ini
harga yang ditaarkan bervariasi yaitu berkisar Rp.300.000,- hingga
Rp.400.000,- perharinya. Rental mobil lepas kunci atau tanpa sopir, penyewa
yang akan mengemudikan mobil diwajibkan memiliki SIM A yang masih
berlaku. Penyewa juga dianjurkan menyerahkan data diri secara lengkap,
seperti alamat tempat tinggal, nama tempat menginap seperti hotel dan nama
penyewa yang terdaftar di hotel atau resort. Zahri Rental tidak akan
mengunakan data pribadi dari penyewa selain untuk keperluan penyewaan
mobil. Kartu identitas penyewa (KTP) akan disimpan atau dipinjam selama
masa penyewaan, dan akan dikembalikan pada saat pengembalian kendaraan
yang di sewa. Jika penggunaan mobil oleh penyewa melebihi dari waktu
kesepakatan penyewaan, maka akan dikenakan biaya over time sebesar Rp.
25.000,-/perjam. Jika over time melebihi dari 5 jam, maka akan di hitung
biaya sewa selama 1 hari.

2. Ketentuan rental mobil menggunakan driver atau sopir

Sewa mobil dengan menggunakan driver artinya pihak yang
menyewakan menyediakan mobil dan sopir untuk penyewa. Harga yang
ditawarkan pada pelayanan ini berkisar antara Rp.350.000,- hingga
Rp.450.000,- per-12 jam. Layanan penyewaan kendaraan dengan sopir

1Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan
Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.
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dihitung selama 10 jam. Kelebihan waktu pengunaan kendaraan akan

dikenakan biaya over time sebesar 10 % dari harga rental mobil yang

dihitung perjam. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan
terhadap kendaraan yang di akibatkan oleh supir, sengaja atau tidak sengaja.

Sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Zahri Rental. Jika terjadi

kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan yang di

akibatkan oleh penyewa atau penumpang, sengaja atau tidak sengaja

sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penyewa atau penumpang. Semua
harga dari penyewaan kendaraan di Zahri Rental tidak termasuk asuransi
jiwa dan tidak termasuk asuransi kecelakaan. Harga paket sewa tidak
termasuk biaya bahan bakar, terkecuali penyewa memilih harga rental mobil
dengan sopir + BBM (bahan bakar).%

Jenis penyewaan rental mobil yang ada di Zahri Rental yaitu:

1. Rental mobil harian, sewa mobil harian adalah jenis penyewaan dengan
jangka waktu berdasarkan pemakaian harian terdapat 2 paket jangka
waktu dalam menyewa, yaitu: 12 jam atau 24 jam. Untuk sewa mobil
harian juga disediakan jasa sopir untuk melakukan antar jemput penyewa
dari lokasi yang dikehendaki.

2. Rental mobil bulanan, sewa mobil bulanan adalah jenis penyewaan
dengan jangka waktu minimal satu bulan. Pada paket sewa mobil
bulanan ini dapat dimungkinkan untuk menggunakan jasa sopir yang
telah disediakan atau tanpa menggunakan sopir ( lepas kunci). Namun
kebanyakan pada sewa mobil bulanan ini menggunakan jasa lepas kunci

(tanpa sopir).

©]bid.
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3. Shuttle/antar-jemput, shuttle adalah jasa antar jemput yang ditujukan
untuk perusahaan dalam bidang antar-jemput karyaan dari dan ketempat
kerja, tamu perusahaan atau perhotelan yang melayani antar-jemput dari

dan ke Airport.3

B. Bentuk Pertanggungan Atas Risiko Kecelakaan Antara Pihak Penyewa
Dan Pemilik Sewa

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Zahri rental bentuk
pertanggungan risiko antara pihak Zahri Rental dengan penyewa diatur
berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi sesuai dengan kesepakatan yang telah
dibuat di awal secara lisan dimana ketentuan-ketentuan yang ada di kontrak
harus dipatuhi/ditaati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pada saat
melakukan perjanjian sewa kendaraan telah diatur tanggung jawab penyewa
terhadap objek sewa, larangan apa saja yang dilarang terhadap objek sewa, serta
penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi terhadap kontrak dan langkah apa
yang patut diambil untuk menyelesaikan perselisihan.®*

Tabel 1. Kecelakaan yang Terjadi di Tahun 2019-2022

No. | Tahun Kejadian | Jenis Kecelakaan | Tipe Mobil Driver

1. | Juli 2019 Kecelakaan berat Avanza Penyewa
yang mengharuskan 2018 (lepas
mobil diderek dari kunci))

jembatan pango
banda aceh ke
bengkel lampineng

banda aceh

2. | Februari 2020 Kecelakaan ringan Avanza Zahri Rental

®3Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan
Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.

®1bid.
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yang menyebabkan
kaca spion rusak dan
kap depan mobil
penyok

2018

3. Oktober 2020

Kecelakaan ringan
yang menyebabkan
pintu samping kanan
mobl rusak dan
bagian depan mobil

lecet

Avanza
2018

Penyewa

(lepas kunci)

4. | Juni 2021

Kecelakan ringan
yang menyebabkan
kaca depan mobil
pecah dan pintu
belakang mobil

rusak

Avanza
2018

Penyewa

(lepas kunci)

5. | Januari 2022

Kecelakaan ringan
yang menyebabkan
pintu belakang mobil
rusak, kaca depan
pecah, dan lampu
bagian belakang

pecah

Avanza
2018

Penyewa

(lepas kunci)

Sumber: Hasil Penelitian (November 2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, kecelakaan yang terjadi di tahun

2019-2022 ada yang berat dan ada juga yang ringan, dan drivernya juga

bervariasi ada yang dari Zahri Rental dan juga ada yang dari penyewa sendiri
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(lepas kunci). Proses penyelesaian masalah antara lepas kunci dan driver dari
Zahri Rental juga pasti berbeda.

Kebiasaan sewa mobil yang biasa digunakan penyewa di Zahri Rental
adalah 80% menggunakan jenis rental lepas kunci (tanpa supir) dan 20% dengan
jasa driver. Penyewa dengan sistem lepas kunci mempunyai keleluasaan dalam
menggunakan mobil rental. Ketentuan yang berlaku jika rental mobil lepas
kunci biaya sewa berbeda dengan sewa mobil yang memakai jasa driver. Jika
menggunakan sistem lepas kunci semua biaya operasionalnya baik berupa
minyak atau kerusakan menjadi tanggung jawab pihak penyewa seutuhnya.®®

Sewa mobil yang digunakan penyewa jika memakai jasa driver, jika
kerusakan pada masa sewa berlangsung itu menjadi tanggung jawab driver atau
pemilik sewa. Harga sewa lepas kunci berbeda dengan harga sewa memakai jasa
driver. Jika harga sewa lepas kunci Rp. 350.000,- sedangkan memakai jasa
driver Rp. 400.000,- ditambah dengan uang jalan sejumlah Rp. 150.000,-. Maka,
dengan demikian banyak penyewa atau konsumen yang lebih meminati sewa
mobil dengan lepas kunci.®

Kerusakan akibat kelalaian penyewa, sepenuhnya menjadi tanggung
jawab penyewa. Pemilik mobil meminta tanggung jawab atau ganti rugi
terhadap penyewa sesuai dengan kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa.®’
Adapun kerusakan yang biasa terjadi yaitu: (1) Kerusakan seperti lecet dan
penyok pada mobil yang disewa (2) Kerusakan berat, seperti mobil yang tidak
dapat beroperasi dan pintu atau kaca mobil pecah, (3) Kehilangan perlengkapan
mobil, (4) Segala kerusakan atau kehilangan kendaraan dan barang akibat
kelalaian penyewa dan (5) Terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan yang

diakibatkan oleh driver atau sopir.

®5Hasil wawancara dengan Fikri, salah satu penyewa mobil Zahri Rental, pada tanggal
10 November 2022.

®Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan
Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.

67Hasil wawancara dengan Nasrullah, salah satu penyewa mobil Zahri Rental, pada
tanggal 11 November 2022.
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Semua kendaraan yang disewakan sudah diasuransikan. Kecelakaan
yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan, seperti mobil lecet atau penyok
karena kesalahan dari penyewa baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka akan
dikenakan biaya sebesar Rp. 300.000 untuk biaya klaim asuransi, hanya untuk
mobil yang mengalami kecelakaan ringan. Kecelakaan besar atau parah yang
mengakibatkan mobil berlubang, mobil tidak bisa jalan, terbakar atau kaca
pecah yang disebabkan oleh kelalaian penyewa, baik sengaja maupun tidak
sengaja. Maka akan dikenakan biaya klaim asuransi sebesar Rp. 2.000.000 dan
biaya rental selama waktu perbaikan kendaraan yang dihitung sesuai dengan
harga rental perhari dari kendaraan yang mengalami perbaikan.®®

C. Konsekuensi Akibat Risiko Kecelakaan Yang Ditanggung Oleh Pihak
Mobil Rental

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh
suatu bentuk peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak yang
menimpa barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh
para pihak.®® Dimana dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil rental
idak selamanya berjalan dengan lancar. Setiap usaha semaksimal mungkin
menghindari risiko agar mampu mendapat atau mencapai penghasilan secara
optimal. Dengan demikian risiko dapat diartikan sebagai suatu akibat dari suatu
keadaan yang memaksa, sehingga menimbulkan masalah bagi pihak yang lain
baik dampak secara materil maupun secara moril yang harus ditanggulangi
segera oleh manajemen perusahaan untuk mencegah kerugian lebih lanjut
sehingga akan memoroti penghasilan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu
setiap perusahaan harus mampu mendeteksi secara awal segala risiko yang
mengancam perusahaan baik dari internal maupun eksternal agar perusahaan

dan pndapatannya tetap stabil.

®8Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan
Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.

9Subekti, Aneka Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), him. 92.
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Risiko yang mengancam pada usaha bisnis rental mobil yang menjadi
bidang usaha Zahri Rental sangat besar potensi terjadinya, hal ini disebabkan
bidang bisnis perusahaan ini merupakan usaha menfasilitasi mobilitas
konsumennya. Dengan demikian pihak pemilik sewa harus berikhtiar
memperkecil risiko yang terjadi baik dalam melakukan usaha kepentingan
eksklusif juga perusahaan.

Berdasarkan asumsi bahwa risiko dari usaha rental mobil sangat tinggi
maka pihak Zahri Rental telah menetapkan perjanjian secara khusus tentang
perjanjian penanggulangan risiko dalam pengelolaan kendaraan atau mobil yang
sewakan kepada konsumennya dan dikendarai oleh pihak sopir.

Dalam kasus yang terjadi pada Zahri Rental, meskipun pihak
perusahaan telah mengansuransikan mobil sewa untuk kliannya sehingga pihak
perusahaan cenderung tidak propektif terhadap sistem yang diterapkannya
karena secara hukum pihak perusahaan telah terlindungi dari berbagai tindakan
yang dapat mengrugikan perusahaan yang disebabkan berbagai kasus moral
hazard. Namun yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tentang
kerugian yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun faktor tidak sengaja atau
faktor kesengajaan yang menyebabkan mobil rusak berat dan harus diperbaiki
di bengkel. Perbaikan tersebut membutuhkan waktu yang cenderung sampai
beberapa hari sehingga menyebabkan mobil tersebut tidak memperoleh income,
hal ini menyebabkan pihak Zahri Rental tidak mendapatkan income disebabkan
olen mobil yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya atau tidak bisa di
sewakan pada pihak lain.”

Dalam kondisi seperti ini pihak perlu kebijakan yang mengharuskan
pihak penyewa yang menanggung semua kerugian tersebut karena semestinya
pihak pemilik mobil dapat melakukan sering atau bagi hasil atas penghasilan
atas propesional penyewaan mobil. Kebijakan tersebut di tempuh untuk

Ibid.
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mengantisipasi semua kerugian yang dialami pihak pemilik mobil oleh tindakan

penyewa.

D. Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-Manfa’ah Terhadap Pertanggungan
Risiko Kecelakaan Oleh Pihak Mobil Rental

Dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam tidak boleh
terlepas dari nilai-nilai syariat, agidah dan akhlak. Adapun dalam kajian skripsi
ini, dapat dijelaskan bahwa konsep ijarah merupakan salah satu bagian dari figh
muamalah. Di mana ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas
suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam konsep
ijarah ‘ala al-manfa’ah setiap risiko yang muncul dalam penggunaan yang
bersifat- manfa’ah memiliki konsekuensi berbeda-beda, hal ini disebabkan
bentuk transaksi yang disepakati dan dilakukan oleh para pihak.

Para ulama memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap bentuk
pertanggungan risiko ijarah ‘ala al-manfa’ah tersebut karena secara prinsipil
bentuk risiko, pihak yang menanggung risiko, sistem pertanggungan risiko dan
cara penanggulangannya memiliki dikursus tertentu dan dijabarkan dalam
berbagai kewajiban sebagai konsekuensi penggunaan akad Zjarah ‘ala al-
manfa’ah. ljarah ‘ala al-manfa’ah yang sesuai dengan konsep figh muamalah
adalah sewa-menyewa yang bersifat manfaat yang dalam skripsi ini membahas
tentang penyewaan kendaraan. Apabila manfa ah itu merupakan manfa’ah yang
dibolehkan oleh syara’, maka ijarah ‘ala al-manfa’ah seperti ini menurut ulama
figh hukumnya boleh apabila dijadikan objek sewa-menyewa.

ljarah ‘ala al-manfa’ah merupakan suatu akad penyewaan terhadap
harta dimana objek sewa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Disini
penulis mengambil kasus pada benda bergerak yaitu mobil yang dijadikan
sebagai objek sewa. Dalam akad ijarah ‘ala al-manfa’ah dijelaskan bahwa
objek sewa yang dijadikan itu haruslah benda-benda yang jelas tanpa spekulasi
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yang disandarkan kepadanya. Jika manfaatnya itu tidak jelas dan menyebabkan
perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi
penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.
Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat,
masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.’

Menurut kesepakatan fugqaha, akad ijarah ‘ala al-manfa’ah tidak
dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata
(hakiki) maupun syara’. Abu Hanifah. Zuhar, dan ulama Hanabilah berpendapat
tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama selain kepada
mitranya, karena sesuatu yang menjadi milik bersama tidak bisa diserahkan,
sebab penyerahan barang itu termasuk milik mitra. Bagian mitra bukan termasuk
objek akad ijarah ‘ala al-manfa’ah sehingga secara syara’ tidak mungkin
diserahkan.

Di Zahri Rental objek sewa merupakan barang yang jelas hanya saja
permasalahannya itu ada di kontrak perjanjian yang memberatkan pihak
penyewa. Yaitu pada perihal diharuskannya penyewa membayar uang perbaikan
mobil ketika masuk bengkel asuransi padahal waktu kesepakatan diawal
penyewa telah membayar premi asuransi jika pada suatu saat terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan terhadap objek sewa.

Dalam permasalahan ini, pihak Zahri Rental tidak mau menanggung
risiko yang muncul dari transaksi tersebut yang bukan disebabkan oleh faktor
kelalaian pihak penyewa karena berdasarkan data yang telah penulis peroleh,
pada saat perjanjian disebutkan bahwa pihak penyewa bertanggung jawab
sepenuhnya terhadap kerusakan yang muncul dalam masa penyewaan.’?

Kerusakan yang dimaksud disitu adalah kerusakan yang tidak

disebabkan oleh faktor alamiah. Hal tersebut merupakan sebuah perjanjian yang

"INasroen Harun, Figh Muamalah..., him.233.
?Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan
Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.
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bertentangan dengan konsep figih karena berdasarkan konsep ijarah ‘ala al-
manfa'ah para ulama telah memformulasikan bahwa seluruh pertanggungan
risiko yang muncul dalam akad ijarah ‘ala al-manfa'ah tersebut yang bukan
disebabkan oleh faktor kesengajaan atau kelalaian pihak penyewa maka risiko
itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik objek sewa. Apalagi pada penyewaan
mobil di sini pihak mobil rental telah ditalangi oleh perusahaan asuransi yang
biasanya pihak Zahri Rental di manapun itu akan menggunakan asuransi dalam
bentuk all risk sehingga seluruh risiko yang mucul itu ditanggung oleh pihak
asuransi. Dari permasalahan tersebut penulis berasumsi pihak Zahri Rental
mendapatkan 2 (dua) keuntungan dari kecelakaan yang terjadi atau yang dialami
oleh pihak penyewa, pertama pihak Zahri Rental mendapatkan pembayaran atas
risiko yang terjadi dari pihak penyewa dan yang kedua pihak Zahri Rental
mendapatkan pembayaran dari pihak asuransi.

Inilah yang menjadi spesifikasi khusus penulis dalam penulisan skripsi
ini yang mana perjanjian yang ada pada sewa kendaraan di Zahri Rental yang
hamya melibatkan satu pihak saja. Dalam hukum Islam hendaknya perjanjian itu
dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian sehingga
perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut terlepas dari yang
namanya pelanggaran.

Ketika terjadi pelanggaran pihak Zahri Rental biasanya merundingkan
dengan jalan damai terlebih dahulu atau melalui jalur kekeluargaan, akan tetapi
ketika dengan jalur kekeluargaan tidak dapat diseesaikan maka diselesaikan
dengan jalur hukum dimana kedua belah pihak akan diproses sesuai dengan
hukum yang berlaku.

Diantara ayat al-qur’an yang menjelaskan tentang berbuat baik dalam

sebuah perjanjian, yaitu terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2:

U B d a8 onidis A e 15 s &0 5 e s
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Artinya: “...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-
Maidah:2)"

Berdasarkan ayat di atas dianjurkan untuk saling membantu antar sesama
manusia dengan menghilangkan  kesulitan seseorang atau dengan
memepermudah urusan duniawinya, niscaya Allah Swt akan mempermudah
segala urusan dunia dan urusan akhiratnya.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan oleh
kedua belah pihak yang berakad maka haruslah diselesaikan dengan jalan damai
karena dengan jalan damai akan mendatangkan banyak kemaslahatan ketimbang
mudharatnya, seperti dari uang yang dikeluarkan misalnya atau dana, jika
ditempuh dengan jalan damai kemungkinan biaya yang dikeluarkan itu sedikit.
Di samping dengan jalan damai juga dapat mempererat hubungan antara kedua
belah pihak yang sebelumnya renggang, inilah sebenarnya yang menjadi kenapa
hukum Islam itu patut dipegang oleh umat Islam.

Ketika ada perselisihan yang terjadi diselesaikan dengan proses hukum
yang berlaku di negara, mulai dari biaya yang dikeluarkan cukup banyak,
lamanya waktu juga akan berdampak, sampai kepada hubungan yang akan
bertambah renggang diantara kedua belah pihak. Karena nantinya dengan
penyelesaian secara hukum negara maka akan ada pihak yang menang dan
kalah, beda hal nya dengan konsep hukum Islam yang mengajarkan tentang
ukhuwah.

Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam fatwanya tentang ijarah ‘ala al-
manfa’ah terhadap harta yang bersandarkan pada Al-qur'an dan hadis. Akad ini
mengharuskan kedua belah pihak dapat melakukan perjanjian dengan

8Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur,
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), him. 1025.
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berpedoman pada Al-qur'an dan hadis yang mengajarkan pada ajaran-ajaran
kebaikan.

Sistem pertanggungan di Zahri Rental telah sah berlaku yaitu pada saat
pembayaran DP (Down Payment) pertama kali yang dibayar oleh pihak
penyewa. Sedangkan pertanggungan asuransi akan diberikan oleh Zahri Rental
kepada yang mengajukan klaim setelah berkas sudah lengkap dan sudah
diterima oleh Zahri Rental, kemudian Zahri Rental yang akan mengirimnya ke
pihak asuransi, dan asuransilah yang akan memberi keputusan ditolak atau
diterimanya klaim yang diajukan. Kemudian yang menghitung berapa jumlah
ganti rugi yang akan diberikan adalah pihak Zahri Rental dengan pihak bengkel
asuransi, tergantung lamanya mobil berada di bengkel asuransi. Jika lamanya
mobil masuk bengkel asuransi seminggu maka penghitungannya dimulai dari
biaya mingguan X sewa perhari X adm klaim asuransi.

Kemudian yang menentukan perusahaan asuransi manakah yang akan
menanggung pengajuan klaim adalah pihak Zahri Rental. Sedangkan yang
menentukan diterima atau tidaknya klaim adalah perusahaan asuransi yang telah
ditunjuk oleh Zahri Rental, baik itu perusahaan asuransi, Jasindo, Sinarmas, dan
lain sebagainya.”

Berdasarkan analisa di. atas dapat disimpulkan bahwa sistem
pertanggungan risiko pada Zahri Rental tersebut belum memenuhi aturan
pertanggungan sewa-menyewa yang sesuai dengan hukum Islam, dimana terjadi
spekulasi yang mengharuskan pihak penyewa membayar dua kali pembayaran
ketika objek sewa rusak yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan

pihak penyewa dan masuk ke bengkel asuransi.

"Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan
Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana yang
dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pertanggungan atas risiko kecelakaan antara pihak penyewa dan
pemilik sewa diatur berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi sesuai
dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal secara lisan dimana
ketentuan-ketentuan yang ada di kontrak harus dipatuhi/ditaati oleh
pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Apabila kerusakan akibat
kelalaian penyewa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.
Pemilik mobil meminta tanggung jawab atau ganti rugi terhadap
penyewa sesuai dengan kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa.
Adapun kerusakan yang biasa terjadi yaitu: (1) Kerusakan seperti lecet
dan penyok pada mobil yang disewa (2) Kerusakan berat, seperti mobil
yang tidak dapat beroperasi dan pintu atau kaca mobil pecah, (3)
Kehilangan perlengkapan mobil, (4) Segala kerusakan atau kehilangan
kendaraan dan barang akibat kelalaian penyewa dan (5) Terjadi
kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diakibatkan oleh driver atau
sopir.

2. Konsekuensi akibat risiko yang ditanggung oleh pihak mobil rental
sangat besar. Berdasarkan asumsi bahwa risiko dari usaha rental mobil
sangat tinggi. Seperti kerugian yang disebabkan oleh faktor alamiah
maupun faktor tidak sengaja atau faktor kesengajaan yang menyebabkan
mobil rusak berat dan harus diperbaiki di bengkel. Perbaikan tersebut
membutuhkan waktu yang cenderung sampai beberapa hari sehingga
menyebabkan mobil tersebut tidak memperoleh income, hal ini
menyebabkan pihak Zahri Rental tidak mendapatkan income disebabkan
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oleh mobil yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya atau tidak bisa
di sewakan pada pihak lain.

3. Pertanggungan risiko kecelakaan oleh pihak mobil rental dalam
perspektif akad ijarah ‘ala al-manfa’ah yaitu para ulama sepakat
menyatakan bahwa apabila objek sewa itu rusak ditangannya, bukan
karena kesengajaan atau kelalaian pihak penyewa melainkan faktor
alamiah maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi dan risiko itu ditanggung
sepenuhnya oleh pihak pemilik objek sewa. Apalagi pada penyewaan
mobil disini pihak perusahaan telah ditalangi oleh perusahaan asuransi
dalam bentuk all risk sehingga seluruh risiko. yang muncul itu
ditanggung oleh pihak asuransi. Apabila kerusakan itu terjadi atas

kesengajaan atau kelalaian, maka diwajibkan membayar ganti rugi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis tentang sistem
pertanggungan risiko kecelakaan ‘pada mobil rental dalam perspektif akad
ijarah ‘ala al-manfa’ah pada Zahri Rental di ujong blang kecamatan kuta baro,
ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan. Di antaranya adalah sebagai
berikut:

1. Sebaiknya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, karena dengan adanya
hitam di atas putih itu lebih kuat sehingga tidak menimbulkan
perselisihan atau kekeliruan di kemudian hari. Dan harus lebih jujur
dalam memberi informasi yang sebenarnya, karena ketidakjujuran akan
mendatangkan dampak yang negatif kepada semua pihak yang
melakukan perjanjian

2. Diharapkan kepada pihak pengelola Zahri Rental dalam hal beban dan
tanggungan risiko oleh pihak penyewa terhadap mobil yang tidak
beroperasi yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan tidak merasa

dirugikan atau memaksakan.
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3. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan
kesadaran pembaca agar aktivitas muamalah yang kita lakukan dalam
kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penulis
juga sangat menyarankan kepada pembaca untuk melanjutkan penelitian
yang berkaitan dengan karya ilmiah ini, karena menurut penulis masih

banyak yang perlu dikaji dari sistem pertanggungan risiko ini.
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Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Kepada Yth,

Pengelola Zahri Rental Gampong Ujong Blang, Kec. Kuta Baro; Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ALIA RAMADHANI / 180102050
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari‘ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Gampong Cot Beut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka
penulisan Skripsi dengan judul Sistem Pertanggungan Risiko Kecelakaan Pada Mobil
Rental Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah (Suatu Penelitian Pada Zahri
Rental Di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro)

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami
mengucapkan terimakasih,
Banda Aceh, 02 Desember 2022
an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 28 Februari
2023 Hasnul Arifin Melayu, M.A.
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Lampiran 3: Daftar Informan dan Responden
DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Peneliti . Sistem Pertanggungan Risiko Kecelakaan Pada Mobil
Rental dalam Perspektif Akad ljarah ‘Ala Al-Manfa’ah
(Suatu Penelitian Pada Zahri Rental Di Ujong Blang
Kecamatan Kuta Baro)

Nama/NIM Peneliti : Alia Ramadhani/180102050

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas

Syariah Dan Hukum, UIN Arraniry Banda Aceh

No. Nama dan Jabatan Pehgn (_Jla}lam
Penelitian
1. | Nama : Farijal
\ Informan
Jabatan : Pengelola Zahri rental
2. | Nama : Mumtazul Fikri
Responden
Jabatan : Penyewa /Penumpang
3. | Nama : Nasrullah
Responden
Jabatan : Penyewa /Penumpang
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Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Sistem Pertanggungan Risiko Kecelakaan Pada
Mobil Rental dalam Perspektif Akad ljarah ‘Ala
Al-Manfa’ah (Suatu Penelitian Pada Zahri Rental
Di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro)

Waktu Wawancara : Pukul 09:00 s/d Selesai

Hari/ Tanggal : Rabu-Jum’at/ 09-11 November 2022

Tempat : Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar

Orang yang diwawancarai  : Pengelola Zahri Rental dan Penyewa Mobil

Zahri Rental

Daftar pertanyaan wawancara dengan Pihak Pegelola Zahri Rental:

1.

© 0o N o g b~ N

[EEN
o

11.

Bagaimana sejarah adanya mobil rental ini, sejak kapan usaha ini
didirikan?

Bagaimana bentuk penyewaan pada mobil rental ini?

Berapa lama mobil rental ini biasanya di sewa?

Apakah pada saat penyewaan adanya kesepakatan antara kedua pihak?
Bagaimana proses pembuatan akad perjanjian ditempat mobil rental ini?
Bagaimana sistem penetapan harga dari mobil rental ini?

Apakah sejak usaha ini didirikan pernah terjadi kecelakaan?

Bagaimana bentuk kecelakaan yang sering terjadi?

Bagaimana bentuk pertanggungan risikonya?

. Apakah pernah terjadi risiko seperti tabrakan atau mobil rusak berat

yang mengharuskan mobil berhenti beroperasi dan harus diperbaiki di
bengkel dalam waktu yang lama?
Bagaimana bentuk konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak mobil

rental?
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12.

13.

14.

15.
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Selama mobil di bengkel bagaimana bentuk pertanggungan antara
penyewa dan pemilik mobil rental?

Apakah pihak mobil rental membebankan tanggung jawab sepenuhnya
kepada pihak penyewa?

Berapa presentase ganti rugi yang harus ditanggung oleh penyewa jika
mengalami kecelakaan?

Apakah ada penyewa yang menyewa mobil rental yang berasal dari

daerah lain/ luar daerah?

Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak penyewa/ penumpang:

1.
2.

© © N o

10.

11.

Apakah saudara pernah menyewa mobil rental?

Bentuk penyewaan seperti apa yang saudara gunakan? Apakah
menggunakan sopir atau lepas kunci?

Berapa hari lamanya saudara menyewa mobil rental?

Apakah ada kesepakatan/perjanjian sebelum melakukan penyewaan?
Bagaimana sistem pembayaran mobil rentalnya? apakah dilunasi di awal
atau pada saat mobil dikembalikan?

Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan?

Bagaimana bentuk kecelakaan yang pernah terjadi?

Bagaimana bentuk pertanggungan risikonya?

Apakah pihak mobil “rental  mengharuskan kepada saudara untuk

membayar ganti ruginya?

Berapa besar presentase kerugian yang harus dibayar oleh pihak
penyewa?
Apakah pihak mobil rental ada asuransi?



Lampiran 5: Lembaran Kontrak Asuransi

INBURANCE

—"

LEMBAR KONFIRMASI PERTANGGUNGAN

No. Pols 380220000006
Nama Tertanggung FARLAL
The Insured
ANamat Tertanggung UJONG BLANG KEL UJONG BLANG KEC KUTO BARU
Adress
Jangkn Waktu Pertanggungan + From 8 Septamber 2020 10 8 September 2021
Penod of Insurance W—.&mm
Obyek Peranggungan ; Ketrangan teins  Stanco:  Kenderman flermokr fermamuk  perengapen yang  disediakan  oleh
Detai of Insured Lanan ot Lo, i 0
VEHICLE COOE © TOYOTAGRAND NEW
VELOZ 1 3T
VEHIGLE LICENSE NUMBER ©OBL1STIIN
VEMICLE CHASIS NUMBER © MHKMSEAAIKKD 32690
VEMICLE MACHINE NUMBER T INRGO326H2
VEHICLE YEAR OF L o08
MANUFACTURING
VEHICLE FUNCTION - KOMERSIAL
Harga Potanggungen __ © Kendaraan (Moot bR 10500000000
Totat Sum insuned/Limit of Ligtlity Vehicle)
Perfengkapan Non DR 6.000,000.00
Standard . kaca Film
Meark 3t
| Pestanggungan Tambahan L Tangoung JawstyHukum . IOR 40,000,000 00
Extended Coverage P 9
Jdens Pertanggungan Tanggung Jawad Hukum 1.000% BSep/2020 - B/Sep/2021
Terhadap P
e o % gy
Kiausula ¢« KEAUSUL PEMBERITAHUAN PENTING
Clauses « KLAUSUL PENGE S AMPINGAN

- KLAUSULA KENDARAAN BERMOTOR COMPLETELY BUILT-UP (CBU)
- KLAUSULA MODIFIKAS! DAN BAGIAN BE RPASANGAN | SET

- KLAUSULA PENGEMBALIAN PREM

- KLAUSULA PENGGANTIAN SUKU CADANG

Resiko Sendel « Kerugan sebagian - IDR 400,000.00 untlk setisp kejacan (dl bengkel Non
‘authorized)
« Kerugan Total : 5 % darl nils Kaim minimum : 10R 1,000,000 00

- Suku Prem Comprehensive (240000 %) &Semowswg

B e Tan Jewab Hukum Terhadap 8/5ep/2020 - &/Sep/20;

Promium e mm (1.00000 %)

Perhaungan Premi Comprehensive 201,000,000.00 x2 400% IDR  4,824,000.00

Premium Calculaton BISep/2020 - WSepr2021
Tanggung Jawab 10,000,000.00x1.000% IDR 100,000.00
Hukumn Terhadap
Penumpang
HSep/2020 - MSeni2021
Biaya Polis/Policy IDR 44,000.00
Cost
Stamp Duty/Stamp DR 6,000.00
Duty
Total Premi/Total Premium DR 4,974,000.00

WebPS00000000 v5.0.0 - LKPSI01001 v5.0.0

ADIRA G
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Lampiran 6: Dokumentasi

Wawancara dengan Farijal selaku pengelola Zahri Rental

Wawancara dengan Fikri salah satu penyewa di Zahri Rental
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Wawancara dengan Nasrullah salah satu penyewa di Zahri Rental

Usaha rental mobil di Zahri Rental



